PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 367/E1/KS.06.02/2022
Nomor: 0031/UN9/PKS/DN/2022

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MATCHING FUND
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAR TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEXNOLOGI
DAN
ARIS SAGGAFF
UN(VERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
MATCHING FUND TAHUN 2022

Pada har Senin tanggal Delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I

Nama : Didi Rustam

NIP ¢ 197707242009121001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund

Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg,
Riset, dan Teknologi

Alamat : Gedung D Lantai 18
Jalan Jenderal Sudimman Pintu Satu Senayan,
Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor
2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januarn Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat
Komitmen Matching Fund, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu. dan
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg, Riset dan Teknologi yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

1 Nama : Anis Saggaff
NIP/NiK : 196210281989031002
Jabatan . Rektor
Instansi : Universitas Sriwijaya
Alamat : JI. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya,

Ogan llir Sumatera Selatan - 30662

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEBATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU memitliki Program Matching Fund Tahun 2022, dan
bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana vang bertujuan
untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan
Tinggi vyang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk
pengembangan dan peningkatan 8 (delapan| Indikator Kinerja Utama sesuai
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020
berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta
bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut “BANTUAN") kepada perguruan
tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 sentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi Nomor 89/E/KPT /2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang
Petunjuk Teknis Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perwakilan dar Insan Perguruan Tinggi
yang telah mengikuti seleksi Program Matching Fund Tahun 2022 dan telah
mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang
telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Matching Fund Kedaireka
Tahun 2022 melalui laman www kedaireka.id;

c. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah
melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan
verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan PIHAK KEDUA, dan
PIHAK KEDUA tclah dinyvatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan
sebagai penerima bantuan Program Matching Fund Tahun 2022 berdasarkan
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matching Fund Sekretanat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor (60/E1.1/KS.06.02/2022
tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa
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Pengguna Anggaran {KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl,
Riset, dan Teknologi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Keménterian
Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan beérdasarkan
perjanjian kerja sama antara PPK (PIHAK KESATU)} dan Penerima Bantuan
(PIHAR KEDUA);

e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program Matching Fund Tahun 2022 antara
PIHAK KEDUA dengan MITRA sebanyak 1 Proposal dengan daftar rincian
sebagai berikut:

N | Nama Pengusul Nama Mitra Nomor dan Tanggal PKS
o Perguruan Tinggi dan Mitra

I |HAMZAH HASYIM BKKBN / BKKBN | Nomor 26-US/PKS/D3/2022 &
0024 /UN9/PKS/DN/2022
tanggal 12 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022 (selanjutnya disebut
*Perjanjian”) tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PABAL 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan
Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Riset,
dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tingg, Riset, dan Teknologi Nomor 160/£1.1/KS.06.02/2022 tanggal
2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2
TUJUAN FPERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penenima Bantuan
Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanalsan kegiatan dan penyelenggaraan
Program Matching Fund Tahun Anggaran 2922,
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(1)

(2)

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU memberikan bantuan berupa dana kepada PIRAK KEDUA
untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program
Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA vang
telah disetyjui oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan
penyelenggaraan Program Matching Fuund Tahun 2022 dan bertanggung
jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 yang bersumber dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl, Riset,
dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PASAL 4
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
sebagai benkut:

1.

e Bl S I

o

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matching Fund yang
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022
tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4;

Surat pernyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program
Matching Fund Tahun 2022,

Surat pemmyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program
Matching Fund Tahun 2022,

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

Pakta Integritas;

Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM});

Surat Pernyataan Tanggung.Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
Surat Pemnyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan
Tahap 2; dan

Proposal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL §
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan
oleh PIHAK KEDUA atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini,
yaitu antara lain:

1.

Undang - Undang Republik Indonesia:

a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP
DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 202! untuk Tahun
Anggaran 2022 berikut revisinya;,

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 ‘anggal 12

Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Matching

Fund, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat

Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Selretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang

dimuat dalam:

a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga,;

¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan se¢bagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun
2028 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan,;

¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata
Cara Rewvisi Anggaran,

g Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat;

h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Nomor 89/E/KPT /2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis
Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022.

Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara

Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Program

Matching Fund Tahun 2022 vang telah disetujui PIHAK KESATU;

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang disahkan
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oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima
Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program
Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang
tertuang dalam proposal yang dibuat oteh PIHAK KEDUA dan telah disetuyjui
PIHAK KESATU.

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah Surat Perintah Mulai Kerja
dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan
tanggal 15 Desember 2022,

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

Dana bantuan Pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibjayai dan dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar
Rp2.361.284.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2),
adalah sebagai berikut:

& Judul Proposal Nama Mitra Danz: yeng

Pengusul Disetujui

HAMZAH | OPTIMALISASI POTENSI BKKBN / Rp2.361.284.000
HASYIM MASYARAKAT DALAM BKKBN
PENCEGAHAN STUNTING
MELALU! LIMA PILAR DI
PROVINSI SUMATERA
SELATAN
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PASAL 9
MEKAWISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

(1) Penvaluran dana bantuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 avat (2)
Pervjanjian ini dilakulsan oleh PIHAK XESATU kepada PIHAK KEDUA
melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penyaluran bantuan daii PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
diiakukan dengan mekanisme realokasi anggaran.

b. Bantuan pendanaan disaurkan setelah PIHAK KEDUA memesuhi
ketentuan sebagai beiikut:

1. PIHAK KEDUA melakukan penvesuaian atas proposal sesuai dengan
pagu Dana Bantuan yang disetujuioleh PIHAK KESATU, dan

2. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KEBATU seluruh
kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri dari:

a) Perjanjan Ketia Samaantara PPK dan PT;

b) Surat Pemyataan Kesanggupan Penemmaen Dana Bantuan
Progiam Mawxching fund Tahun 2022;

¢] Surat Penintah Mulai Keria (SPMK);

d Pakee Integiitas;

e} Surat Peroyvasean TanggungJawab Mutlak (SPTJM);

3. Dokumen sebagaimana dlinaksud pada engka | dan angka 2 diatas
sudah diserabkan dan disetujui oleh PIHAK KESATU.

c. Kegiatan Tahap 2 dapat dilakukan setelah laporan kemajuan diterima
oich PIHAK KES8ATU dengan memenuhi kesentuan sebagai bertkut:

i. PIHAK KEDUA menverahkan kelengkapan dokumen Tahap 2 yang
‘erdin dari:

a) Surat Pemyataan TanggungJawab Belania (SPTJB) Tahap 1§,

b) Surat Permnyatasn laporan Kemajuan Pelaksanaan Program
Tahap 1; dan

¢) laporan hasil monitonng dan evaluasi internal.

2. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekerjaan
Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan
lapo@n kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1
meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian
indikator, dao lapoian serapan Weuangan sesuai dengan fermat
vang disedizkan; dan

3. Dekumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di
atas sudah diserahkan dan disetuljui oleh PIHAK KESATU.

(2) Seluiub mnggung jawab atas penggunaan dana mengadl tanggung jawab
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mempertanggungjawablan pengeluaran
biaya atas pelaksanaan perjanydian ini berdasarkan bukt-bukti pengeluaran
nil {at cosy vang disampaikan ocleh PIHAK KEDUA kepada PTHAK KESATU
berupa sslinan. Sedangkan buktbukti asli pengeluaran riil (4t cosi
diadministras) oleh dan menjadi tanggungjawab PIMAK KEDUA

(3) Apabila dari has)l pemerksaan oleb pihak yang berwenang manapun
ternyata terdapat adanya termuan bewpa tuntutan ganti i-ugi, pengembalian
kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain,
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(4)

(n

{2)

(1)

maka untuk selanjutnya PITHAK KEDUA wajib ményelesaikan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dibavarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban:

a. memberikan dana bantuan melalui mekanisme realokasi anggaran
kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. memenuhi seluruh ketentuan Program Matching Fund Tahun 2022,

b. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan
dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 apabila diminta oleh PTHAK KESATU;

c. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;

d. melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Program Matching
Fund Tahun 2022 kepada PIHAK KESATU sebanyak 1 (satu) kali pada
Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;

e. membantu dan mempermudah PIHAK KESATU dalam melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap Program Matching Fund Tahun 2022
oleh PTHAK KEDUA apabila dibutuhkan,

f. menyelesaikan Program Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan
rencana kegiatan yang disepakati dalayn Pasal 6; dan

g. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana Matching Fund
Tahun 2022;

h. membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada PIHAK KESATU;

melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil Matching

Fund Tahun 2022 kepada PTHAK KESATU.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

PIHAK KESATU berhak:
a. mtminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan

dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaaen Program Matching Fund
Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA;
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(2)

(1)

(H

(2)

(3)

b. meminta dan menerima hasil laporan Program Matching Fund Tahun
2022 vang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 6; dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring
terhadap Program Matching Fund Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh PIHAK

KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12
LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan:

a. menggunakan dana bantuan Program Matching Fund Tahun 2022 diluar
dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

b. melakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh
dari Program Matching Fund Tahun 2022 untuk keperluan diluar
Program Matching Fund Tahun 2022,

PASAL 13
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Hasil pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA
sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya
laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana
selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan
selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.
Penyerahan hasil Program Matching Fund Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Laporan Program Matching Fund Tahun 2022 dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada PIHAK KESATU
dengan rincian sebagai berikut:
a. Laporan kemajuan:
berisi laporan Program Matching Fund Tahun 2022 dan
pertanggungjawaban keuangan vang telah dilaksanakan pada Tahap 1
dan harus diterima PTHAK KESATU paling lambat 7 hari setelah waktu
penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1 atau selambat-lambatnya
tanggal 31 Oktober 2022;
b. Laporan akhir:
berisi laporan Program Matching Fund Tahun 2022 dan
pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan
laporan akhir kegiatan dan pertanggungiawaban keuangan secara
keseluruhan, dan harus diterima PIHAK KESATU paling lambat 14
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(empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2
selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022,

PASBAL 14
SANKSI

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian ini maka PITHAK
KEDUA dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan
akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima
bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog
selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15
KERAHASIAAN

(1) PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi
yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar
yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan PTHAK KESATU;

(2) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data
yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian
ini, dan PIHAK KEDUA dilarang membuat pengumuman, memberikan
informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan
PIHAK KESATU.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas ketetlambatan
atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang
disebabkan atau diakibatkan oieh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK
yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

(2) Peristiwa vang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain
bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah
penyakit {Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan
yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan
kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya
14 {empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan
dan kondisi PARA PIHAK, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan
setelah keadaan kahar berakhir.

(S5} Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi
kewajiban meémberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3),
mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
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(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan
tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan
lingkup perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK,

PASAL 17
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK atas Perjanjian
ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adend um)
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) PIHAKXK KEDUA dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum
menyerahkan laporan kemajuan.

(3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepakat untuk membebaskan PIHAK KESATU dan tanggung
jawab, kewasjiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang
diderita oleh PIHAK KEDUA atau pihak lain akibat dan pelaksanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
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PASAL 20
PERUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2} Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian
yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya
aerta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen Rektor
Matching Fund /w Universitas Sriwijaya

Sekretanat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknelogi

KHTTRST Lﬂ———-“‘__——!

Didi Rustam nis
NiP. 197707242009121001 NIP, 196210281989031002
SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tiitiik Srie Tjahjandarie
NIP. 19650206 1988102001
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PERJARJIAN KERJA S8AMA

Nomor: 367/ E 1/KS.06.02/2022
Nomor; 003 1/UNG/PKS/DN/2022

ARTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MATCHING FUND
SEERETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENRDIDIKAN TINGGI], RISET, DAN TEKNOLQOGI
KEMEFTER(AN PRADIDIEAN, REBUDAYAAR, RISET, DAF TEKNOLOGI
DAN
ANIS SAGGAFPF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TERTANG
EANTUAR PENDANAAN PROGRAM

MATCHING FUND TAEUN 2022

Pada harj S8enin tangga! Delapan Bulan Aguatus tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua yang bersanda sangan di bawah ini:

[ Nama : Didi Rustam

NIP  197707242009:21001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Maiching fund

Instanai : Sekyetanat Direktoiat Jendeial Pendidikan Tingg.,
Riset, dan Teknologi

Alamat : Gedung D Lantai {8
Jalan Jenderal Sudiiman Pintu Satu Senayan,
Jakaita

Bertindak untuk dan asas nama Selkaetariat Diektosat Jenderal Pendidikan
Ting®. Riset, dan Teknolog berdasarisan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaian
Sekretasiat Dmektotat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor
2/E/KPA/2022 Tangge! 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat
Komitmen Muiching Ffund, Pejabat Penanda Tangan Sutat Perintah Membayar,
Pejabat Pengadasn Rarang dan Jasa, Bendabara Pengeluaran Pembantu, dan
Petuges Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di [ingkungan Sekretanat
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Direktorat Jgnderal Pendidikan Tinggl, Riset dan Teknologi yang selanjutnya
disebut PIHAX KESATU.

Il

Nama . Anis Saggaff

NIP/NIK : 196210281989031002

Jabatan : Rektor

Instansi : Universitas Sriwijaya

Alamat - J1. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya,

QOgan Ulir Sumatera Selatan - 30662

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA s¢cara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU memiliki Program Matching Fund Tahun 2022, dan
bermaksud memberikan bantuan pemerintah berupa dana yang bertujuan
untuk membangun dan mengakselerasi kapasitas dan inovasi Perguruan
Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk
pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020
berupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta
bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut “BANTUAN") kepada perguruan
tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementetian Pendidikan
dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang
Petunjuk Teknis Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022,

bahwa PIHAK KEDUA merupakan perwakilan dari Insan Perguruan Tinggi
yang telah mengikuti seleksai Program Matching Fund Tahun 2022 dan telah
mengajukan proposal beserta lampiran dokumen pendukung lainnya yang
telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Matching Fund Kedaireka
Tahun 2022 melalui laman www.kedaireka.id;

bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah
melakukan seleksi berupa seleksi administrasi, seleksi substansi, dan
verifikasi kelayakan sebagai persyaratan yang diajukan PIHAK KEDUA, dan
PIHAK KEDUA telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan
sebagai penerirmna bantuan Program Matching Fund Tahun 2022 berdasarkan
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matching Fund Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/El.1/KS.06.02/2022
tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penenma Bantuan Pendanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa
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Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Tekmologi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan
perjanjian kerja sama antara PPK (PIHAK KESATU) dan Penerima Bantuan
(PIHAK KEDUA);

e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program Matching Fund Tahun 2022 antara
PIHAK KEDUA dengan MITRA sebanyak 1 Proposal dengan daftar rincian
sebagai berikut:

N | Nama Pengusul Nama Mitra Nomor dan Tanggal PKS
o Perguruan Tinggi dan Mitra

1 | HAMZAH HASYIM | BKKBN / BKKBN | Nomor 26-US/PKS/D3/2022 &
0024/UN9/PKS/DN/2022
tanggal 12 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022 (selanjutnya disebut
“Perjanjian”) tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan dini dalam Perjanjian berdasarkan
Surat Keputusan PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal
2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2
TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Penerima Bantuan
Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan
Program Matching Fund Tahun Anggaran 2022.
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(1)

(2)

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU memberikan bantuan berupa dana kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program
Matching Ffund Tahun 2022 sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang
telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan
penyelenggaraan Program Matching Fund Tahun 2022 dan bertanggung
jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 yang bersumber dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA} Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg: Riset,
dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PASAL 4
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
sebagai berikut:

1.

gppmer 9

o

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK} Matching Fund vang
disahkan oleh Kuase Pengguna Anggaran Sekretamat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022
tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4;

Surat pémyataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Program
Matching Fund Tahun 2022;

Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Program
Matching Fund Tahun 2022;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

Pakta Integritas;

Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM};

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1 dan Tahap 2;
Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap 1 dan
Tahap 2; dan

Proposal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan
oleh PIHAK KEDUA atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini,
yaitu antara lain;

1.

Undang -~ Undang Republik Indonesia:

a. Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

b. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
¢. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
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Dafser isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretanat Direktorat Jendesal
Pendidisen Tinggi, Riset, dan Teknolog Tahun Anggatan 2022 Nomor SP
DiPA.023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun
Anggaran 2022 berikut revisinya;

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Pendidikan Ting®, Riset, dan Teknologi Nomor 2/E/KPA/2022 tanggal 12

Bulan Januan Tahuo 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Matciuing

Pund, Pejabat Pemanda Tangan Surat Perintah Membayar. Fejabat

Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidilean Tinggi, Riset. dan Teknologj;

Semua aturan dan ketetapan administrasi, telans, dan leeuangan yang

dirmuat dalam:

a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMIK.05/2016 tentang
Periubaban atas Peratutan Menter. Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015
tentang Mekaoisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/l.embaga;

c. Peraturan Mentert Keuangan Nomor 132/PMK.05/202]1 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menter. Keuangan Nomor
168 /PMK.05/201S tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintab pada Kementerian Negara/iembaga;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubab
dengan Peraturan Menteri Pendidilean dan Kebudayaan Nomor 44 tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteli Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan;

e. Peraturan Mentetri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 sentang Standar
Biaya Masukan Tahun Angearan 2022,

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK02/2021 Tentang Tata
Cara Revisi Anggaian;

g Keputusan Menseri Pendidiien, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan
@perasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat;

h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidilean Tin@@, Riset, dan Teknologi
Nomor 89/8 /KPr' /2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis
Piogram Maickhing Furd Kedaireka Tahun 2022.

Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara

Hasil Pembahasan Verifikasi Kelayakan Program dan Anggaran Prog@ram

Matching Fund Tahun 2022 yang telah disetujui PIHAK KESATO:

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Maiching Fund Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset. dan Teknologi yang disgahkan
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oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T€knologi
Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima
Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program
Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang
tertuang dalam proposal yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui
PIHAK KESATU.

PASAL 7
JANRGKA WAKTU

(1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai
dilaksanakan oleh PIRAK KEDUA seselah Surat Perintah Mulai Kerja
dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan
tanggal 15 Desember 2022.

PASAL 8
BESARAN DANA BANTUAN PROGRAM

(1) Dana bantuan Pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022,

(2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar
Rp2.361.284.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiahj

(3) Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2),
adalah sebagai berikut:

N N
G Judul Proposal Nama Mitra Dana yang

o | Pengusul Disetujui

1 | HAMZAH | OPTIMALISASI POTENSI BKKBN / Rp2.361.284.000
HASYIM MASYARAKAT DALAM BKKBN
PENCEGAHAN STUNTING
MELALUI LIMA PILAR DI
PROVINSiI SUMATERA
SELATAN
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PASAL 9
MEKANISME PENYALURAR GANTUAN PROGRAM

(1) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
Perjangian ini dilskukan oleh PIHAK KESATU kepada PTHAK XKEDUA
melalui mekanisme sebagai berikut:

a, Penyaluran bantuan dari PIHAK KES8ATU kepada PIHAR KEDUA
dilakukan dengan mekanisme realokasi anggaian.

b, Bantuan pendanaan disalurkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA melakukan penyesuaian atss proposal sesual dengan
pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh PIHAK KESATU, dan

2. PIHAX KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU seluruh
kelengkapan dokumen pencajran vang terdiri dari:
al Perjanjian Kerja Sama antsra PPK dan PT;

b) Surat Permyataan Kesanggupan Penecrmaan Dana Bantuan
Program Maiching Fund Tahun 2022;

c¢) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

d) Pakta Integntas;

e) Surat Permyataan TanggungJawab Mutiak (SPTJM}),

3. Dokumen sebagaimeana dimaksud pada anghe | dan angka 2 diatas
sudah diserahkan dan disetujui oleh PIHAK KESATU

¢. Kepiatan Tahap 2 dapat dilakukan setelah laporan kemajuan diterima
oleh PIRAX KBSATU dengan memenuli ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kelengkapan dockumen Tahap 2 vang
terdii dari;

a SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanyja (SPTJB) Tahap |;

b Surat Pernyatasn Laporan Kemajuan Pelalesanaan Program
Tabap | dan

¢) laporan hasil monitoring dan evaluasi internal,

2. PIHAK KEDUA telab menyelesaikan paling sedikit S0% pekerjaan
Pelaksanaan Program (capaian fistk 50%) serta menyampaikan
laporan kemajuan pelaksanaan progiam dan anggaran Tahap 1
meliputi laporan kemajuan pelaksanean program, capaian
indikator. dan laporan serapan keuangan sesuai dengen format
yang disediakan; dan

3. Dokumen sebagaimana dimsksud pada Angka | dan Angka 2 di
atas sudah diseishkan dandisetujui olek PIHAK KESATU.

(2) Seluruh sanggung jawab awss penggunaan dana menjadi sanggung jawab
PTHAR KEDUA dan PITHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pengeluatan
biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukt-bukt pengelustan
riil (et cosy yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
berupa salinan. Sedangkan bukt-bukti asli pengeluaran riil (et cesy
diadministiasi oleh dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(3} Apabila dari hasil pemerksasan oleh pihak yvang berwenang manapun
ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti 1ugi, pengembalian
kelebihan bayar, pembayalan denda maupun tuntutan dalam bentuk lain,
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maka untuk selanjutnva PIHAK KEDUA wajib meny¢€lesaikan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku.

(4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan %esuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

a.

memberikan dana bantuan melalui mekanisme realokas) anggaran
kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2},
apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ke(éntuan yang
berlaku; dan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

b.

mementhi seluruh kesentuan Program Matching Fund Tahun 2022;
membual dan menyerahkan seluruh dokumen persyvaratan keterangan
dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 apabila diminta oleh PIHAK KESATU;

melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;

melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Program Matching
Fund Tahun 2022 kepada PIHAK KESATU sebanyak 1 (satu) kali pada
Tahap 1 dan 1 (satu) kali pada Tahap 2;

membantu dan mempermudah PIHAK KESATU dalam melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap Program Matching Fund Tahun 2022
oleh PIHAK KEDUA apabila dibutuhkan;

menyelesaikan Program Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan
rencana kegiatan vang disepakati dalam Pasal 6; dan

. mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana Matching Fund

Tahun 2022;

membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada PIHAK KESATU;
melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil Matching
Fund Tahun 2022 kepada PIHAK KESATU.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

a,

meminta dan menerima seluruh dokumen persyaratan keterangan
dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Matching fund
Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA,
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(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

b. meminta dan menerima hasil laporan Program Matching Fund Tahun
2022 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 6, dar'l

c. melakukan monitoring dan evaluasi secara daring ataupun luring
terhadap Program Matching Fund Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dana yang diberikan oleh PIHAK

KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 avat (2).

PASAL 12
LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan:

a. menggunakan dana bantuan Program Matching Fund Tahun 2022 diluar
dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh PIRAK KESATU.

b. melakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh
dari Program Matching Fund Tahun 2022 untuk keperluan diluar
Program Matching Fund Tahun 2022.

PASAL 13
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Hasil pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA
sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya
laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan
selesaj atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.
Penyerahan hasil Program Maiching Ffund Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Laporan Program Matching Fuund Tahun 2022 dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 dan pertanggungjawaban keuangan kepada PIHAK KESATU
dengan rincian sebagai berikut:
a. Laporan kemajuan:
berisi laporan Program Matching Fund Tahun 2022 dan
pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1
dan harus diterima PIHAK KESATU paling lambat 7 hari setelah waktu
penyeleaaian kegiatan terakhir pada Tahap 1 atau selambat-lambatnya
tanggal 31 Oktober 2022;
b. Laporan akhir:
berisi laporan Program Matching Fund Tahun 2022 dan
pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan
laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara
keseluruhan, dan harus dieerima PIHAK KESATU paling lambet 14
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(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(empat belas) harni setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2
selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022.

PASAL 14
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian ini maka PIHAK
KEDUA dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan
akan masuk dalam daftar perguruan tinggi vang tidak berhak menerima
bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

PASAL 15
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi
yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar
yang disepakati dalam Perjanjian ini senpa persetujuan PIHAK KESATU;
PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data
yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian
ini, dan PIHAK KEDUA dilarang membuat pengumuman, memberikan
informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan
PIHAK KESATU.

PASAL 16
KEADAAN RAHAR (FORCE MA.JEURE)

PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan
atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang
disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK
yang digolongkan sebagai keadaan kahar.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain
bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah
penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan
yang berpengaruh pada pelaksanaan Peganjian ini.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan
kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.

Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan
dan kondisi PARA PIHAK, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan
sctelah keadaan kahar berakhir.

Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi
kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3),
mengalibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
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{6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan
tertulis sebagai akibat keadaan kaliar, maka dapat dilakukan perubalian
lingkup perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 17
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Segala perubahan yangdipandang perlu oleh PARA PIHAK atas Perjanyjian
imi dapat disepakati dan dstuangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum)
dan melupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pegjanjian ini,

{2) PIHAK EKEDUA dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum
menyeralikan laporar kemajuan.

{3) Usulan perubahan hanya dapatdilalailean I (satu) kali.

PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA sepalsat untuk membebaskan PIHAK KESATU dan tanggung
jawab, kewajiban, klaim, tuntusan, dan/atau gugatan atas kerugian yang
diderita oleh PIHAX KEDUA atsu pihak lain akibat dari pelaksanaan Progtam
Matching Fund Tahun 2022 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud dalain Peramian ini.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepalat sctiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian in), akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, alean tetapi apabila tidak dapat
diselesaikan secala musyawarah dan mufaleat, maka PARA PIHAK sepalat
untuk menyelesa:l@mnnya melalui Kantor Pengadilan Negeri. Jakarta Pusat.
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PABAL 20
PENUTU?

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani olch PARA PIHAK.

(2) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada) merupakan bagian
yang tek terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai secukupnya
serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

. PIHAKKESATU, PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen Rektor
Matching Fund o rsjtas Sriwijaya

Sekretanat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

"L

\ TEMPEL
TAAIXBOTTESATE
Didi Rustam Anis Saggafl
NIP. 197707242009121001 NIP. 196210281989031002

S8AKSI
Kuasa Pengguna Anggaran
Pit. Sekretanat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Tjitiik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001
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PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor; 367/E1 /KS.06.02/2022
Nomor: 0031 /UN9/PKS/DN/2022

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MATCHING FUND
SEXKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAR TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIXKAN, EEBUDAYAAR, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
ANIS SAGGAFY
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TERTANG
BANTUAN PENDANAAN PROGRAM
MATCHYNG FOND TAHUN 2022

Pada hari Senin tanggal Delapan Bulan Aguatua tabun Dua Ribu Dua Puluh
Dua yang bertsandatsngan di bawah ini:

I Nama : Didi Rustam

NIP : 197707242009121001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Matching Fund

Instansi : Selaetariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Riset, dan Tekmolog}

Alamat : GedungD lantai 18
Jalan Jenderal Sudiiman Pintu Satu Senayan,
Jakarta

Bestindak untuk dan atas nama Se¢kretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Telnologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretanat Direktorat Jenderal Pendidilean Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor
2/E/KPA/2022 Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2022 Tentang Pejabat Pembuat
Komitmen Matching Fund. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengtluaran Pembantu, dan
Petugas Pengelola Administrasi Belanya Pegawal di Lingkungan Sekrewsriat
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Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

Ml WNama : Anis Sapgaf
NIP/NIK - 196210281989031002
Jabatan 1 Rektor
Inseansi + Universitas Sriwjjaya
Alamat . JI. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indraaya,

Ogan NMir Sumatera Selatan - 30662

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut sebagai

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU memiliki Progzam Matching Fund Tahun 2022, dan
bermaksud memberiesn bantuan pemerintah berupa dana yang bertijuan
untirk membangun dan mengakseletasi kapasitas dan inovas) Perguruan
Tinggi yang diselenggarakan oleb pemertintah/masyarakat untuk
pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754 Tahun 2020
belupa pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasalana, serta
bantuan lainnya (untuk selanjutnya disebut “BANTUAN") kepada perguruan
tinggi yang memenuhi syalat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 32 Tshun 2019 sentang Pedoman Umum Penyaluian
Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemeiintah di Kementerian Pendidikan
dao Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset.
dan Teknologi Nomor 89/E/KPT/2022 Tanggal 29 Maret 2022 sentang
Petunjuk Teknis Program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022,

b. bahwa PIHAK KEDUA merupalian perwelalan dari Insan Perguman Tingg
yang telah mengikut seleks! Piogram Matching Fund Tahun 2022 dan telah
mengajukan propesal beseirta lampiran dokumen pendukunglainnya yang
telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset.
dan Tekmologi tentang Petunjuk Tekmis Pirogram Matching Find Kedaireka
Tahun 2022 melalui laizan www.kedaiteka.id;

c. bahwa Direktoial. Jenderal Pendidilean Tinggi, Riset, dan Tekmnologi telah
melakulean seleksi berupa seleksi administiasi, seleksi substansi, dan
verifilees) kelayalen sebagai persyaratan yang didjukan PIHAK KEEDUA, dan
PIHAK EKEDUA telah dinyatalean memenuhi persyalasan dan ditetapkan
sebagai penerima bantuan Program Masching Aumid Tahun 2022 berdasarkan
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matching Fund Selaetariat
Ditektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/El(.1/KS.002/2022
tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Piogram
Matching Fund Tahun 2022 Gelormbang 4 dan telah disahkan oleh Kuasa
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Pengguna Anggaran (KPA} Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Pendidikan dan Kebudayaan Nometr 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan penyaluran dilaksanakan berdasarkan
perjanjian kerja sama antara PPK (PIHAK KESATU)] dan Penerima Bantuan
(PTHAK KEDUA);

e. Perjanjian Kerja Sama terkait Program Matching Fund Tahun 2022 antara
PIHAK KEDUA dengan MITRA scbanyak | Proposal dengan daftar rincian
sebagai berikut:

Z

Nama Pengusul Namea Mitra Nomor dan Tanggal PKS
o Perguruan Tinggi dan Mitra

1 | HAMZAH HASYIM | BKKBN / BKKBN | Nomor 26-US/PKS/D3/2022 &
0024/UN9/PKS/DN/2022
tanggal 12 Juli 2022

berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Petjanjian Pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022 (selanjutnya disebut
“Perjanjian”) tentang dengan syaral dan ketentuan sebagsi berikut:

PABAL 1
DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian berdasarkan
Surat Keputusan PPK Sekretanat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi yang disahkan oleh KPA Sekretaniat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggl, Riset, dan Teknologi Nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal
2 Agustus 2022 tentang Penerimna Bantuan Pendanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 2
TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan Peneruima Bantuan
Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! |, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan
Program Matching Fund Tahun Anggaran 2022.
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(1}

(2)

PASALS3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KESATU membenkan bantuan berupadana kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penvelenggaraan Program
Matching Ffund Tahun 2022 sesuai dengan proposal PIHAK KEDUA yang
telah disetiajui oleh PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan kegiassn pengejolaan dan
penvyelenggaraan Program Matching Fund Tahun 2022 dan betrtanggung
jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pendanaan Piogram
Matching fund Tahun 2022 yang bersumber dan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretaiiat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Tekmologi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan.

PASALS¢
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupskan bagian yang tidak teipisahlean dari Perjanjian ini
sebagai berkut:

l,

(o

oo U A

Surat Kepuuisan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Maiching Fund yang
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretsriat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tingg. Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan 7Telmologi WNomor 160/E1.1/KS.06.02/2022
tanggal 2 Agusrus 2022 tentang Penerima Bantuan Pendanaan Pregram
Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4,

Surat pernyvataan kesanggupan penerimaan dana bantuan Progtam
Maitchirg FundTahun 2022;

Surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan Piogiam
Matcrung Fund Tahun 2022,

Surat Perintah Mula) Kerja (SPMK};

Pakta Integritas;

Surat Pertanggungiawaban Mutlak (SPTJM);

Suriat Pernyasaan Tanggung Jawab Belanja (SPFJB) Tahap | dan Tahap 2;
Surat Pemyataan [sporan Kemajuan Pelaksanaan Program Tahap | dan
Tahap 2; dan

Proposal yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL S
DASAR PELAKSANAAN PEEERJAAR

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanalen
oleh PIRAK KEDUA atas dasar ruijukan tugas yang merupalean ba.gian yang tidak
terpisahkan dan me mpunyai kekitatan hukum yang samadengan Perjan jian ini,
yaitu antara lain:

I

Undang - Undang Republik Indonesia:

a. Nomor 17 Tahun 2003, tensang Keuangan Negara

b. Nomor 20 T'abun 2003, tenteng Sistern Pendidilan Nasional
c. WNomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
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Daftar lsian Pelaksanaan Anggarar (DIPA) Sekretaniat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tingg®, Riset, dan Teknologi Tahun Angesaran 2022 Nomor SP
DiPA-023.17.1677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun
Anggaran 2022 berikut revisinya;

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Selaetariat Diiektotat Jenderal

Pendidikan Ting&, Riset, dan Teknelogi Nomor 2/E/KPA/2022 tangeal 12

Bulan Januari Tshun 2022 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Matching

fund, Pejabat Penanda Tangar Surat Perintah Membayar, Pejabat

Pengedaan Barang dan Jasa, Bendahsia Pengeluaran Pembantu, dan

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Direktoiat Jeodeva)] Pendidikan Tinggi, Riset, dan Telanolog,

Semus aturan dan ketetapan administrast, teknis, dan keuangan yang

dimusat dalam:

a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannsa dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman
pelaksanaan Angga:an Pendepatan dan Belanja Negara;

b. Aeraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubshan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelalssanaan Anggaran Bantuan Pemeiintah pada
Kementerian Negnra/Lembage,

c. Peraturan Menter. Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
Pewbahsn Kedua atas Peratwman Menter. Keuangan Nomor
168/PMK.05/201S tentang Mekanisme Pelakaenaan Anggaran Baninan
Pemennwah pada Kementerian Negaia/Lembaga;

d. Peraturann Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementertian Pendidikan dan Kebudayaan sebageimana telah diubah
dengan Perathnan Menteri Pendidikan dan Kebudayasam Nomor 44 sahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 32 Tshun 2019 Tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan;

e. Peraturan Menten Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar
Biaya Masulsan Tahun Anggasen 2022;

£  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata
Cara Revisi Anggaran;

g. Keputusan Menteri Pendidikan., Kebudayaan, Riset. dan Teknologi
Republik [ndonesia Nomor 126/P/2022 tentang Penggunaan Bantuan
Opeiasional Perguruan Tingg Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyaiakat,

h. Keputusan Direktur Jendera! Pendidikan Tinggl, Riset, dan Teknoiogi
Nomor 89/E/KPi' /2022 Tanggel 29 Maret 2022 tentang Peturtjuk Teknis
Program Maiclng Fund Kedaireka Tahun 2022,

Dokumen Proposal yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara

Hasil Pembahasan Venfkasi Kelayakan Program dan Anggaran Program

Matching Fund Tahun 2022 yang telah disetujui PTHAK KESATI;

Suiat Keputnsan Pejabat Pembuat Komitmen Maichmg Fund Sekretasiat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg, Riset, dan Teknolo® yang disahkan
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oleh KPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog:
nomor 160/E1.1/KS.06.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penerima
Bantuan Pendanaan Program Matching Fund Tahun 2022 Gelombang 4.

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program
Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang
tertuang dalam proposal yang dibuat olch PIHAK KEDUA dan telah disetujui
PIHAK KESATU.

(1)

{2)

(1}

(2)

3)

PASAL 7
JANGRKA WAKTU

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah Surat Perintah Mulai Kera
dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampaij dengan
tanggal 15 Desember 2022,

PASAL 8
BESARAN DANA BARTUAN PROGRAM

Dana bantuan Pelaksanaan Program Matching Fund Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dan dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Sekretariat Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 20232,
Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar
Rp2.361.284.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Rincian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2,
adalah sebagai berikut:

N
o Judul Proposal Nama Mitra Dana yang

Pengusul Disetujui

HAMZAH | OPTIMALISAS! POTENSI BKKBN / Rp2.361.284.000
HASYIM MASYARAKAT DALAM BKKBN
PENCEGAHAN STUNTING
MELALUI LIMA PILAR DI
PROVINSI SUMATERA
SELATAN

Halaman | 6




(1)

(2)

(3)

PASAL 9
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PROGRAM

Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penyaluran bantuan dan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilakukan dengan mekanisme realokasi anggaran.

b. Bantuan pendanaan disalurkan setelah PIHAK KEDUA memenuhi
kesentuan sebagai berikut:

1.

2.

3.

PIHAK KEDUA melakukan penyesuaian atas proposal sesuai dengan

pagu Dana Bantuan yang disetujui oleh PIHAK KES8ATU; dan

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU seluruh

kelengkapan dokumen pencairan yang terdiri dari:

a} Penjanjian Kerja Sama antara PPK dan PT;

b) Surat Pernyataan Kesanggupan Penemmaan Dana Bantuan
Program Matching Fund Tahun 2022,

c) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

d) Pakta Integritas;

e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas

sudah diserahkan dan disetujui oleh PTHAK KESATU.

¢. Kegiatan Tahap 2 dapat dilakukan setelah laporan kemajuan diterima
oleh PIHAK KESATU dengan memenuhi ketentuan sebagat berikut:

R

3.

PIHAK KEDUA menyerahkan kelengkapan dokumen Tahap 2 vang

terdiri dari:

a) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Tahap 1;

b) Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program
Tahap 1, dan

c) Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan paling sedikit 50% pekzarjaan

Pelaksanaan Program (capaian fisik 50%) serta menyampaikan

laporan kemajuan pelaksanaan program dan anggaran Tahap 1

meliputi laporan kemajuan pelaksanaan program, capaian

indikator, dan laporan secrapan keuangan sesuai dengan format

yang disediakan; dan

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di

atas sudah diserahkan dan disetujui oleh PIHAK KESATU.

Seluruh tanggung jawab atas penggunaan dana menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pengeluaran
biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran
riil (at cost) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
berupa salinan. Sedangkan bukti-bukti asli pengeluaran riil (at cost)
diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA,

Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun
termyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian
keltbihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain,
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maka untuk selanjutnya PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sesuai dengan
Ketentuan dan prosedur yang beriaku.

(4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan sesuas
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KEWAJIBAR PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

a.

memberikan dana bantuan melalui mekanisme realokasi anggaran
kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2},
apabila telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 yang dilakukan oieh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a,
b.

memenuhi seluruh ketentuan Program Matching Fund Tahun 2022;
membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan
dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 apabila diminta oleh PTHAK KESATU;

melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan kepada PIMAK KESATU;

melakukan dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Program Matching
Fund Tahun 2022 kepada PIHAK KES8ATU sebanyak | (satu) kali pada
Tahap | dan 1 (satu) kali pada Tahap 2+

membantu dan mempermudah PIHAK KESATU dalam melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap Program Matching fund Tahun 2022
oleh PITHAK KEDUA apabila dibutuhkan;

menyelesaikan Program Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan
rencana kegiatan yang disepakati dalam Pasal 6; dan

mencatatkan aset hasil belanja menggunakan dana Matching Fund
Tahun 2022;

membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada PIHAK KESATU;
melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil Matching
Fund Tahun 2022 kepada PIHAK KESATU.

PASAL 11
HAK PARA PIHAK

(1} PIHAK KESATU berhak:
a. meminta dan menenma seluruh dokumen persyaratan keterangan

dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA;
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(2)

(3

(1)

(2)

(39

b. meminta dan menerima hasil laporan Program Matching Furnd Tahun
2022 vang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 6, dan

c. melakukan monitoring dan evaluasi secara darng ataupun luring
terhadap Program Manching Fund Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dana yang diber’kan oleh P{BAK

KEBATU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

PASAL 123
LARANGAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan:

a. menggunakan dana bantuan Program Matching fundTahun 2022dsluar
dar. Rencana Anggeran Biayayangtelah disetujuioleh PIHAK KESATU.

b. melakulan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dipereleh
dar. Progtzam AMatching fund Tahun 2022 untuk keperluan diluar
Program Matching Fund Tahun 2022.

PASAL 13
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Hasil pelaksanaan Progzamm Matching FundTahun 2022 eleh PIHAK KEDUA
sudah harus diserahlsan secara keseluruban, termasuk di dalamnya
laporan akhir, laporan keuangan dan buktibuki penggunaan dana
selambat-lambatnya 14 (empat belasj haii setelah peiaksanaan peherjaan
selesa. atau selambatlambatnva sanggal 30 Besemher 2022,
Penyerahan basil Program Matching Fund Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Laporan Program Matching Fund Tahun 2022 dan ditandasangani oleh
PARAPIHAK.
PIHAK KEDUA wajib melaperkan pelakaanaan Program Matching Fund
Tahun 2022 dan persanggungawaban keuangan kepada PIHAK KESATU
dengan rincian sebagas ber kut:
a. laporan kemajuan:
herisi laporan ®egram Matching Fund Tahun 2022 dan
pertanggungjawaban keuavgan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1
dan harus diterima PIHAK KESATU palinglambat 7 hari setelah waktu
penyelessian kegiatan tecakhic pada Tahap 1 atau selambatlambatnya
tanggal 31 Cktober 2022,
b. [aporan akhir:
herisi laporan Program Matching Fund Tabun 2022 dan
pernggungawahan keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan
laporan akhir kegiatan dan pertsnggungjawaban keuangan secara
keseluruhan, dan harus diterima PIHAK KESATU paling lambat 14
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(1)

(1}

(2)

(1)

(2)

{3)

{4)

{S)

{empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2
selesai atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022,

PASAL 14
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian ini maka PIHAK
KEDUA dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan dan
akan masuk dalam daftar perguruan tinggi yang tidak berhak menerima
bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
selama 3 (tiga) mhun anggaran berturut-turut

PASAL 15
KERAHASJAAN

PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan semua data dan /atau informasi
yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar
yang disepakati dalam Perjarmjian mi tanpa persetujuan PIRAK KERSATU,
PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data
vang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian
ini, dan PIHAK EEDUA dilarang membuat pengumuman, memberikan
informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan
PIHAK KESATU.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan
atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang
disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK
yvang digolongkan sebagai keadaan kahar.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain
bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah
penyakit (Covid-19}, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan
yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami keadaan
kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya
14 [empat belas] han setelah terjadi keadaan kahar.

Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan
dan kondisi PARA PIHAK, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan
setelah keadaan kahar berakhir.

Kelalaian atau keterlambatan salah satu PIHAK dalam memenuhi
kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3),
mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut.
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(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan
tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan
lingkup perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 17
PERUBAHAKR PERJANJIAN

(1) Segala perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK atas Perjanjian
ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum)
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peranjian ini.

(2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan FPerubahan Perjanjian sebelum
menyerahkan laporan kemajuan.

{3) Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

PASAL 18
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK EEDUA sepakat untuk membebaskan PIHAK KESATU dari tanggung
jawab, kewajiban, klaim, tuntuten, dan/atau gugatan atas kerugian yang
diderita oicth PIHAX KEDUA atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program
Matching Fund Tahun 2022 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISTHAN

PARA PIHAK sepakat setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan
diselesalkan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi apabila tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK secpakat
untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
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(1)
(2}

Pendidikan Tin@®, Riset, dan Teknologi

PASAL 20
PENUTUP

Perjandian ini berlaku sejak tanggal disandatangani oleb PARA PIHAK.
Perjanjian beserta lampiran-lampirannya (apabila ada} mesupaican bagian
yang ssk terpisahkan dan dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterni secukupnya
serta masing-masing mempunyai kekuasan hukum yang sama.

PIHAK EESATU, PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen Rektor
Maxching Fund ] itas Siwiljaya
Sekretar.at Direktorat Jenideral

é/

Didi Rustsin — Anis B8aggaff

NIP. 197707242009121001 NIP. 196210281989031002
SAKSI

Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekrewsriat Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

13it/ik Srie Tjahiandazie
NIP, 196502061988102001
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Palembang —Praburmulih Km. 32 Indralays Kabupaten Ogan Ilir Kode post 30662
Tebepon (07 11) 580648, S¥0069, SR01 59, SRG27 S faksimile (071 L Y0580644
Lammn : www._unsn.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MOMOR : 0741/1N9/SK BUK KP/2022

TENTANG
TIM PELAKSANAAN PENELITIAN MATCHING FUND TAHUN 2022

KEGIATAN ®PTIMALISASI POTENSI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
STUNTING MELALUI LIMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mcnimbang

Mengingat

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

a.  bahwn berdasarkan dengan Surat Perjanyian Kerjasama tentang Bantuan
Pendanuan Pregram Maxching Fund Tahun 2022 Nomor
367/ENIFKS.06.0212022 dan Nomar : 803 1/ UN9/PKS/DN/2022 Tanggal
08 Agustus 2022;

b. bahwa schubungan dengan hal teracbut di atas perdu pengangkatan Tim
Pelaksana Penelitian Matching Fun Tahun 2022 Kegiatan Optimalisasi
Potens: Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Melalui Lima Pilar di
Provinsi Sumatera Selatun:

¢. babwa schubungan dengan huruf a dan b, maka perdu diterbitkan Surat
Keputusan Rektor sebagai Pedoman dan Landssan Hukumnya.

. Undang-undaag Nomor I2 Tahun 2012 teatang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pcmerintuh No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

3. Peratuwran Pemerintah No. 42 Tuhun 1960 Pendinan Upijversitas
Sriwijaya;

4. Persturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

S. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 sentang Penyelenggarsan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergurvan Tinggi;

6. Teraturan Menseri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 12 Tabun 2015 tentang Organisasi dan Tawe Kene
Universisas Sriwijiya;

7.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, den Pendidikan Tinggi Republik
Indonesin Nomor 17 tahun 2018 tentang Statuta Universite Sriwijaya;

8. Keputuaan Menteri Riset, Teknologi, den Pendidikan Tinggi Nomor 98
Tabun 2016 tentang Pemberisn Kuasa dan Declegasi wewenang
Pelaksanaan Kegiatan adminitrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu
di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

9.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 334M/KP/X1/2015 tenmtang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya; f
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembuzan *

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/ KMK.05/2089 tentang
penetapan Universisas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional
scbagai Instansi Pemenintah yang mencrapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

11. Kcputusan Menteri Keuangan Nomor 515KMK.0572014 tenmng
Penclapan Remunucasi Universims Sriwijaya,

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENELITIAN MATCHING FUN
TAHUN 2022 KEGIATAN OPTIMALISASI POTENS| MASY ARAKAT
DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALU! LIMA PILAR DI
PROVINS] SUMATERA SELATAN.

Memunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Penclitian Matching Fun Tabun
2022 Kegiatan Optimalisasi Potensi Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting
Melalui Lima Pilar di Provinsi Sumatera Sclatan sesuai dengan lampiran.

Segala biays yang timbul sebagai akibat diterbitkannys sural kcputusan di
bebankan kepada dann Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Universitas Sriwijaya DIFA Sekretanat Dirckdorat Jendral Pendidikan Tinggi,
Riset dan Tecknologi Tahun Anggaran 2022,

Keputusan ini mulai berlnku sejak | September 2022 sampai dengan 31
Desember 31 Desember 2022, dan akan diperbaiki jika terdapat kekelirvan di
kemudian hari.

Ditetapkan di Palembang
Pgda anggal, 1 September 2022

TOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, o

ANIS SAGGAFF
NIP. 19621028 F95903 | 082

I.  Wakil Rektor Bidang 1, I, dan IV;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan:

Universitas Seiwijaya.




Lam pirzo Surat Keputusan Rektor Universilas Sriwijaya
Nomor ! 074:/UNSVSKBUK.KP/2022

Tanggal : 1 Secptember2022

TIMPELAKSANAAN PENELITIAN MATCING FUND TARLUN 2022
KEGIATAN @PTIMALISASIPOTENSI MASYARAKA T DALAMPENCEGAHAN
STUNTING MELALUI LEMA PILAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengarsh Prof Br. Ir, H. Ans Saggaf, MSCE, IPU ( Rektor)
| Narasumber .
t  Pref.Ir. Zainuddin Nawawi, PAD, IPU  Wakil Rektor BidangAkademik
2 Prof, Dr. Taufig, S.€.,M.Si Wakil Rektor Bidang Elmum, Kepegawaian dan Keuangan
3 Prof,lr, Muhamined Said, M.Sc.PA.D Wakil Rektor Bideng Perenespaan dap Kerjasama
4 Pyof.Dy. Zulkifli Dahlan, M.Si..DEA Direktur BPU
§ Samsiuoyadi. SSI Ketua 1 P2M
| 6 Drs DidiJaya Saniri, M.S1 Kciva ULP

Ketua Penelit

Apggota Penc'ini -

Nely Mumiati, SP.M.Si

Dr. rer. med. H. Ham2:ab Hasyim, SKM.MK:M (PIC SUMSEL)

PIC Ksbipalen Empat L.awang

|
2 Eebriansyah, MK om PIC Xahu paico Empat Lawang
‘ 3 Susyani, SSi, T-MKes PIC Kabupaten Muara Enim
4  Dedy TeiPumawioas, SH, SHIL, M¥ PIC Kabupaten Muara Ensm
S Neooy Wabhyuni, SP-M.Si PIC Kabupaten Mus i Rawas Utara
6 Dr. Nixr Alam Fajar, $Ses.M.Kes PIC Kabupatce Musi Rawas Utar
?  de.Dzlia Yusfarato, M. Kcs PIC Kabupaten Ogan Komering flir
‘ 8 Muhammad Nizir, M.Si PEC Kabupaten Omo Kemering 1lic
9  Der. Yentri Anggeniini, SPd.M.Pd PIC Kabupaten OK1)
I0  Alkbusari, SKep.MKes.MKep PIC Kabpatcn Banyuasio
Il Dr Hj Tica Yustini, SE.,M.Si PIC Kabupaico Banyuasio
12 Ot Hardiyansyah, M.Si PIC Kabnpatcn 1.abat
13 Dr. Misnaniarti. SKM.M.KM PIC Kabupaten Oyan tlic
I 14 Dr. Sei Rabayu, SE.MM PIC Kabupatca Ogan llic
IS De. Sastra Mico, M.Si PIC Kota Pager Alam
16 Ferry Putrgswansysb, M.Pd PIC Kota Pagar Alam
17 Azzil Fika,MPd PIC Kota Lubuk)nggau
I¥ Feooy Erywasti, SKM..M.KM Anggota Pepeliti
19 Widya Lionita, SKM.M.PH Anggeia Peoeliti
20 Angguo Budiastut. SKM.MEpid Anggeta Pencliti
21 Rahmatilk h Razak, SKM.M KM Anggot= Pcnelits
22 Indah Yuliats, S Gz..M.Si Anggota Pepelity
23 Yeni,SKM.M.KM Anggota Pepelit)
23 Dedi Supsiadi, ST.M.Si Kepala BPHM
28 Frisiska Oktaring, S E Subk cordinator Bagian Perepcaqaan dan Anggaian
2% Abmad Eiwin Taufik, SE, Ak Pecjabat Perobuat Kotmitmien
21 Efilawati.SSies

BPP An@g aan Non PNBP . e
A M




29
30

32

Mahammmad Ardy Wahyu, S. Si BPP Anggar=nn BOPTN

Fitei Mcliyarti, SE., M. Si
Trie Meinilewati, S.E

Siti Amaliah. S.E

Annisa Indah Sari. S P

Subkoor diga:vr Oeow RM dan BOPTN
Adroinistrus
Administrsi
Adwministrase

_ == Ditetapkan di Indialaya
Pata fenggal. | Scpsembec 2022
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ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031992
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